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BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN

IV.1 Visi dan Misi PD
IV.1.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan
visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu
langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya
membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan
ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan
demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan
perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini
oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah
akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
dan tetap eksis, antisipatif,inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan instansi pemerintah.

Rumusan visi hendaknya: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah
organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strateji yang jelas; (c) mampu menjadi
perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah
organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran
harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan
organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam
lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan

organisasi.
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Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu : (a) menarik komitmen dan
menggerakkan orang; (b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;
(c) menciptakan standar keunggulan; dan (d) menjembatani keadaan sekarang
dan keadaan masa depan. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur
organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya
mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan
membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki
oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun
2016-2021 yakni :

“ Terwujudnya Sekretariat DPRD Kota Batam yang Profesional dalam

Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD melalui Kepemerintahan yang Baik ”

Sebagai arahan pencapaian masa depan bagi Sekretariat DPRD Kota Batam
visi tersebut memiliki makna :

1. Membangun komitmen bersama akan pentingnya peran Sekretariat DPRD
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yakni menjadi lembaga yang harus mampu
memberikan daya dukung terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas
dan 3 fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah;

2. Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan Sumber Daya Aparatur
yang profesional, sarana dan prasarana yang fungsional serta sistem
administrasi dan mekanisme kerja yang tertib dan modern sehingga
memungkinkan DPRD dapat bekerja secara optimal melaksanakan tugas dan
fungsinya;

3. Melalui visi tersebut juga diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergis
antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta dengan seluruh stake holders
dapat terjalin dengan baik.

IV.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan
misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara.
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Misi instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi
juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan
perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strateji yang
telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk
perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan
strategis. Rumusan misi hendaknya mampu: (a) Melingkup semua pesan yang
terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
(c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi
pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.

Setiap satuan kerja harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan
bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun
suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa
yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur
dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi satuan kerja.

Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan
misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka
setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus
merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan
diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan dukungan pelayanan yang prima secara profesional bagi

peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD”.

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

IV.2.1 Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi den
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang.
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan

tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
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mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,program
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD
Kota Batam Tahun 2016 - 2021 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai
berikut :
“Peningkatan kualitas pelayanan yang mendukung pelaksanaan wewenang dan

tugas DPRD Kota Batam”.

IV.2.2 Sasaran

Sasaran adalah  merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan
diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang
dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator
sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran
yang ingin dicapai adalah :

“Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap peran

DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya”.
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Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator
Kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel IV. 1 sebagaimana berikut ini.
Tabel IV. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Pelayanan PD

Sekretariat DPRD Kota Batam

TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN
NO TUJUAN PD SASARAN PD IKU PD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| Peningkatan Meningkatnya | 1. Persentase 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85%
kualitas dukungan penyelesaian
pelayanan Sekretariat agenda DPRD
yang DPRD Kota
mendukung Batam 2. Persentase Indek 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90%
pelaksanaan terhadap pelayanan
wewenang pelayanan Sekretariat DPRD
dan tugas DPRD Kota Kota Batam sesuai
DPRD Kota Batam sesuai SOP
Batam dengan
fungsinya

IV.3 Strategi dan Kebijakan PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD
dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi
dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan
awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara
PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome)
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan
dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap

program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.
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Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel IV.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

No | Tujuan dan Sasaran | Strategi Arah Kebijakan

I Tujuan:
Peningkatan kualitas pelayanan yang mendukung pelaksanaan wewenang dan
tugas DPRD Kota Batam

I.1 | Sasaran: Meningkatkan 1 | Memfasilitasi pelaksanaan
Meningkatnya dukungan agenda-agenda DPRD Kota
dukungan manajemen pelayanan Batam dan pendukungnya
Sekretariat DPRD dan dengan pelayanan yang
Kota Batam pelaksanaan tugas prima
terhadap pelayanan | teknis Sekretariat 2 Pengelolaan SDM dan
DPRD Kota Batam DPRD Kota Batam organisasi yang optimal
sesuai fungsinya 3 | Pengelolaan Sarana dan

Prasarana yang efektif dan
efisien




